BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan kawasan Karst gunungsewu menghadapi tantangan serius
akibat ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan regulasi daerah. Meskipun
kawasan karst telah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi melalui
keputusan menteri ESDM, implementasinya di tingkat daerah masih mengalami
hambatan signifikan. Peraturan nasional seperti undang-undang penataan ruang
dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum
sepenuhnya tercermin dalam regulasi daerah, sehingga menimbulkan tumpang
Tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam perizinan penambangan
batu gamping. Sinkronisasi dapat di lakukan melalui penyelarasan substansi
hukum, penyatuan data kawasan, serta penguatan koordinasi antar level
pemerintahan. Penyelarasan substansi hukum dapat dilakukan dengan
memastikan bahwa batas dan status Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)
Yang ditetapkan pemerintah pusat diintegrasikan secara langsung ke dalam
dokumen perencanaan daerah, seperti RTRW kabupaten Gunungkidul 2010 -
2030 maupun revisi RTRW berikutnya. Sinkronisasi juga dapat dilakukan
melalui mekanisme kajian lingkungan hidup strategis secara bersama antara
pemerintah pusat provinsi dan kabupaten. KLHS merupakan instrumen penting
karena bersifat wajib untuk seluruh kebijakan, rencana, dan program tata ruang,
dan berfungsi memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan ruang
memperhatikan fungsi ekologis kawasan karst. KLHS juga dapat menjadi ruang
harmonisasi teknis, mengingat instrumen ini mewajibkan adanya konsultasi
publik dan persetujuan dari KLHK serta kementerian terkait. Sinkronisasi
melalui KLHS memastikan bahwa kebijakan daerah tidak mengabaikan aspek

konservasi karst yang telah diatur pusat.
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B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyarankan agar pemerintah pusat dan
daerah segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan yang mengatur kawasan karst guna menghilangkan tumpang tindih
peraturan serta memastikan perlindungan lingkungan berjalan sesuai standar
nasional. Pemerintah daerah perlu menyusun dan menyesuaikan peraturan
daerah dengan merujuk secara langsung pada ketentuan pusat, khususnya
terkait penetapan kawasan lindung karst dan mekanisme perizinan tambang,
agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Selain itu, proses
pemberian izin penambangan batu gamping harus diperketat dengan
mewajibkan kajian lingkungan yang komprehensif serta pengawasan yang
berkelanjutan, mengingat kawasan karst bersifat rapuh dan pemulihannya

membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kesuksesan sinkronisasi regulasi harus didukung oleh peningkatan peran
masyarakat dan mekanisme pengawasan yang kuat. Pemerintah harus
meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan implementasi kebijakan
pengelolaan karst dengan melibatkan masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, dan para ahli secara sistematis. Dengan demikian, pengelolaan
kawasan karst dapat berjalan dengan seimbang antara perlindungan ekosistem
dengan kesejahteraan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi masyarakat,

sehingga tidak adanya tumpang tindih di karenakan faktor ekonomi.
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